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PENDAHULUAN 

Sebagian besar bab-bab dalam manual ini fokus pada investigasi epidemiologis dari 
exposure, penyakit, atau KLB yang memiliki penyebab yang tidak disengaja atau terjadi 
secara alami. Untuk kejadian ini, ahli epidemiologi dan kesehatan-masyarakat, secara 
umum, bekerja dengan mitra sektor kesehatan tradisional yang memiliki budaya dan 
keahlian profesional yang serupa, pemahaman akan undang-undang yang relevan, dan 
penggunaan metode investigasi. Sebaliknya, kejadian yang melibatkan dugaan 
penggunaan agen biologis atau bahan beracun yang disengaja mengharuskan ahli 
epidemiologi untuk bekerja dengan mitra non-tradisional, khususnya penegak hukum. 
Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mencegah hilangnya nyawa, melindungi 
keselamatan publik, dan meminimalkan hasil yang merugikan baik bagi kesehatan-
masyarakat (misalnya, peningkatan morbiditas dan mortalitas) dan penegakan hukum 
(misalnya, ketidakmampuan untuk menangkap dan/atau menghukum pelaku). 
 
Karena sebagian besar investigasi epidemiologi lapangan tidak melibatkan kolaborasi 
dengan penegak hukum, interaksi antar sektor selama investigasi yang melibatkan 
penggunaan berbahaya dari agen biologis atau bahan beracun dapat menjadi 
tantangan. Untuk memastikan keberhasilan dari investigasi tersebut, sektor 
kesehatan-masyarakat dan penegak hukum dapat mengembangkan dan menerapkan 
proses untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Bab ini memberikan panduan 
umum untuk membangun hubungan antara kesehatan-masyarakat dan penegak 
hukum yang akan memfasilitasi identifikasi, penilaian, dan investigasi tepat waktu 
selama KLB yang diduga disebabkan secara sengaja. 
 
 
KEJADIAN YANG MELIBATKAN PELEPASAN AGEN BIOLOGIS ATAU BERACUN YANG 
DISENGAJA 

Penggunaan agen biologis dan bahan beracun yang memang bertujuan atau disengaja 
untuk membahayakan populasi bukanlah hal baru. Sepanjang sejarah, pemerintah, 
organisasi, dan individu telah menggunakan agen biologis dan bahan beracun untuk 
tujuan jahat, termasuk sebagai senjata perang (biowarfare), bentuk terorisme 
(bioterorisme), atau tindakan kriminal (biocrime) (Tabel 24.1). 
 
 
 
 
 



Tabel 24.1 Contoh agen biologis atau bahan beracun yang digunakan untuk tujuan yang 
disengaja  

Agen Pelaku Lokasi Tahun Kategori 

Pankuronium bromida (1) Individu Michigan 1975 Pidana 

Salmonela typhimurium (2 – 4) Organisasi Oregon 1984 Terorisme 

Bacillus anthracis (5) Organisasi Jepang 1993 Terorisme 

Shigella dysenteriae tipe 2 (6) Individu Texas 1997 Pidana 

Bacillus anthracis (7) Individu Beberapa lokasi AS 2001 Terorisme 

Nikotin (8) Individu Michigan 2003 Pidana 

Tetrodotoksin (9) Individu Illinois 2008 Pidana 

Risin (10) Individu Texas 2013 Pidana 

Risin (11) Individu Mississippi 2013 Pidana 

 
Karena adanya potensi banyak negara dan aktor nonpemerintah untuk didanai dan 
memiliki keahlian ilmiah dan teknis yang baik untuk mengembangkan dan secara 
sengaja menggunakan agen biologis atau bahan beracun, kejadian yang disengaja oleh 
para aktor ini menimbulkan risiko besar bagi kesehatan-masyarakat dan keamanan 
nasional. Namun, kemungkinan terjadinya rendah (4). Dalam situasi yang disengaja, 
seorang ahli epidemiologi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menghadapi 
exposure atau penyakit yang terkait dengan tindakan kriminal (yaitu, kejahatan 
biologis) daripada tindakan bioterorisme atau biowarfare. 

 
Sebuah kejahatan biologis (biocrime) melibatkan penggunaan ancaman atau 
penggunaan sesungguhnya dari agen biologis atau bahan beracun dengan maksud 
semata-mata untuk menyebabkan kerugian pada individu atau kelompok individu lain. 
Sebaliknya, bioterorisme mencakup motivasi untuk mencapai tujuan politik atau 
sosial. Karena kejahatan biologis biasanya menargetkan individu atau sekelompok 
orang, konsekuensi kesehatan-masyarakat biasanya terbatas. Meskipun kejahatan 
biologis dapat melibatkan produksi canggih dan penggunaan agen biologis atau bahan 
beracun yang umumnya terkait dengan bioterorisme, sebagian besar kejadian 
melibatkan produksi atau teknik diseminasi kasar dan menggunakan agen biologis 
atau bahan beracun yang mungkin tidak secara umum terkait dengan bioterorisme 
(12). Selain itu, biocrime dapat terjadi bahkan tanpa menggunakan agen biologis. 
Banyak biocrime dihasilkan dari ancaman penggunaan agen biologis, yang dapat 
melibatkan penggunaan zat yang mencurigakan atau tidak dikenal (misalnya, "white 



powder letter"). Meskipun insiden "hoax" ini tidak melibatkan penggunaan agen 
biologis yang sebenarnya, ancaman tersebut melanggar hukum dan dianggap sebagai 
kejahatan (13). Di Amerika Serikat, sebagian besar kejahatan biologis adalah tipuan 
atau melibatkan produksi, perolehan, atau penggunaan racun, dan Biro Investigasi 
Federal (Federal Bureau of Investigation, FBI) merespons insiden semacam itu hampir 
setiap hari (John Woodill dan Kelly Shannon, komunikasi pribadi, 27 Januari2017). 
 
Meskipun kejadian yang disengaja yang melibatkan penggunaan bahan biologis atau 
bahan beracun yang sebenarnya jarang terjadi di Amerika Serikat dibandingkan 
dengan hoax, percepatan kemajuan ilmu pengetahuan, ketersediaan bahan, dan 
aksesibilitas informasi melalui Internet telah meningkatkan risiko dan kerentanan (14). 
Oleh karena itu, potensi penggunaan agen biologis dan bahan beracun oleh individu 
dan kelompok cenderung menimbulkan ancaman jangka panjang. 
 
 
MEMBANGUN HUBUNGAN 

Karena respons terhadap kejadian yang disengaja memerlukan keahlian gabungan 
epidemiologi dan penegakan hukum, ahli epidemiologi perlu memiliki pengalaman 
dalam cara bekerja dengan penegak hukum. Langkah pertama adalah mengidentifikasi 
titik kontak yang tepat dalam penegakan hukum dan menjalin hubungan kerja. 
Hubungan yang berkelanjutan akan meningkatkan pemahaman tentang peran dan 
tanggung jawab masing-masing, kebutuhan informasi, dan kepekaan investigasi 
selama tanggapan terhadap kejadian biologis dan beracun, baik disengaja atau tidak 
disengaja. Peningkatan pemahaman juga mendorong pengembangan ikatan pribadi 
yang kuat dan kepercayaan yang pada gilirannya memfasilitasi berbagi informasi dan 
kolaborasi. Karena peran dan tanggung jawab berbeda di antara penegak hukum 
federal, negara bagian, dan lokal, kontak harus diidentifikasi dan hubungan dibangun 
di semua tingkat wilayah administrasi. 
 
Di Amerika Serikat, struktur organisasi dan tanggung jawab untuk penegakan hukum 
berbeda di seluruh tingkat wilayah administrasi. Misalnya, kejahatan tertentu hanya 
tunduk atau terutama pada wilayah administrasi federal sedangkan yang lain ditangani 
terutama di tingkat negara bagian atau lokal. Sebagaimana ditunjukkan oleh undang-
undang (15), Instruksi Presiden Keamanan Dalam Negeri 5 (Homeland Security 
Presidential Directive 5)  (16), dan Kerangka Tanggapan Nasional (National Response 
Framework) (17), FBI adalah lembaga utama untuk investigasi kriminal tindakan teroris 
atau ancaman teroris, yang mencakup insiden senjata pemusnah massal (Weapons of 
Mass Destructions, WMD). Sebagaimana didefinisikan oleh hukum (18), WMD adalah 

• Setiap alat peledak atau pembakar: bom, granat, roket, rudal, ranjau, atau 
perangkat lain dengan muatan lebih dari 4 ons; 

• Setiap senjata yang dirancang atau dimaksudkan untuk menyebabkan kematian 
atau cedera tubuh yang serius melalui pelepasan, penyebaran, atau dampak 
bahan kimia toksik beracun atau precursor-nya; 



• Setiap senjata yang melibatkan organisme penyakit; atau 
• Senjata apa pun yang dirancang untuk melepaskan radiasi atau radioaktivitas 

pada tingkat yang berbahaya bagi kehidupan manusia. 
 
Selain tanggung jawab yang ditentukan oleh undang-undang federal atau otoritas 
hukum lainnya, insiden biologis yang disengaja dapat diselidiki oleh penegak hukum 
negara bagian dan/atau lokal dan dituntut berdasarkan undang-undang pidana negara 
bagian. 
 
Karena sebagian besar kejadian yang disengaja yang melibatkan agen biologis atau 
bahan beracun tunduk pada undang-undang federal atau otoritas hukum lainnya, 
dalam wilayah administrasi tertentu, kontak utama untuk kesehatan-masyarakat 
adalah Koordinator WMD FBI di kantor lapangan FBI setempat. Koordinator WMD, 
Agen Khusus yang ditunjuk di masing-masing 56 Kantor Lapangan FBI, bertanggung 
jawab atas pencegahan, respons, dan investigasi tingkat federal terkait dengan WMD, 
termasuk kejadian biologis atau beracun. Selain menyelidiki kejahatan terkait WMD 
dan tindakan terorisme, Koordinator WMD melakukan penjangkauan (outreach) 
dengan pemangku kepentingan federal, negara bagian, dan lokal; industri; akademisi; 
dan komunitas ilmiah. Melalui penjangkauan ini, Koordinator WMD membangun 
hubungan dan kepercayaan dengan mitra, yang memfasilitasi pemberitahuan insiden 
secara tepat waktu. 
 
Selain itu, setiap Kantor Lapangan FBI memiliki Satuan Tugas Terorisme Gabungan 
(Joint Terrorism Task Force, JTTF) yang terdiri dari Agen Khusus dan Petugas Satuan 
Tugas yang mewakili banyak lembaga penegak hukum federal, negara bagian, dan 
lokal yang mungkin memiliki wilayah administrasi atas kegiatan kriminal lain yang 
diidentifikasi dan/atau awalnya diselidiki oleh FBI. Koordinator WMD Kantor Lapangan 
dapat menjadi saluran komunikasi dengan JTTF jika kesehatan-masyarakat 
memerlukan titik kontak yang tepat dengan dinas kepolisian negara bagian atau 
distrik. 
 
Karena manfaat dari hubungan yang mapan dan berkelanjutan antara kesehatan-
masyarakat dan entitas penegak hukum, beberapa wilayah administrasi telah 
menerapkan protokol resmi atau Nota Kesepahaman yang menguraikan praktik 
kolaborasi sebelum dan selama acara. Tujuan pembuatan dokumen formal adalah 
untuk memperluas kolaborasi di luar hubungan pribadi dan menanamkannya sebagai 
bagian dari budaya dan operasi agensi. Meskipun kesepakatan ini direkomendasikan 
dan sangat bermanfaat, langkah-langkah yang diuraikan dalam bab ini relevan terlepas 
dari apakah Nota Kesepahaman sudah ada. 
 
 



NOTIFIKASI 

Karena sebagian besar investigasi epidemiologis tidak melibatkan tindakan kriminal 
atau niat jahat, penentuan kapan penegak hukum harus diberitahu bisa jadi sulit. 
Kesehatan-masyarakat mungkin enggan untuk berbagi informasi dengan penegak 
hukum sebelum KLB dikonfirmasi dan exposure yang disengaja dicurigai, tetapi 
menunda pemberitahuan sambil menunggu konfirmasi dapat menghambat 
pertukaran informasi tepat waktu yang diperlukan untuk mengatasi KLB, menyimpan 
bukti, melakukan investigasi, dan menangkap para pelaku. 
 
Menetapkan pemicu kesehatan-masyarakat untuk memberi tahu kontak penegak 
hukum dapat memfasilitasi berbagi informasi. Petugas kesehatan-masyarakat (Kotak 
24.1) tidak dimaksudkan sebagai kriteria definitif untuk pemberitahuan melainkan 
sebagai dasar untuk meningkatkan berbagi informasi (19). Kesehatan-masyarakat, 
dengan masukan dari penegak hukum, mendasarkan pemicunya pada kebutuhan dan 
keadaan khusus dari setiap sektor dan wilayah administrasi. Protokol komunikasi yang 
mengidentifikasi penerima yang dituju, timeline (misalnya, 30 menit, 60 menit), dan 
sarana (misalnya, email, telepon) untuk pemberitahuan harus ditautkan ke petugas. 
Ketika sektor kesehatan-masyarakat menjadi terbiasa dengan proses berbagi 
informasi dengan penegak hukum, notifikasi diantisipasi untuk terjadi pada waktu 
yang tepat untuk kejadian yang menjadi kepentingan bersama, meskipun tidak secara 
khusus diidentifikasi oleh pemicu. 

 
Kotak 24.1 

Beberapa Kesehatan-masyarakat yang Memicu Notifikasi ke Penegak Hukum 
 

• Spesimen (klinis) atau sampel (lingkungan) yang diserahkan ke petugas kesehatan-
masyarakat untuk analisis yang dinyatakan positif mengandung agen biologis atau bahan 
beracun. 

• Sejumlah besar gejala, penyakit, atau kematian yang tidak dapat dijelaskan. 
• Presentasi penyakit yang tidak biasa (misalnya, inhalasi vs antraks kulit). 
• Penyakit endemis dengan peningkatan insiden yang tidak dapat dijelaskan (misalnya, 

tularemia, KLB). 
• Morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi dari yang diperkirakan terkait dengan 

penyakit umum dan/atau kegagalan pasien untuk merespons terapi tradisional. 
• Kematian atau penyakit pada manusia yang didahului atau disertai dengan kematian 

atau penyakit pada hewan yang tidak dapat dijelaskan atau dikaitkan dengan agen 
biologis zoonosis. 

 
 
Batasan Hukum untuk Berbagi Informasi 

Hambatan untuk berbagi informasi antara sektor kesehatan-masyarakat dan 
penegakan hukum bisa tetap ada, meskipun ada hubungan dan pemicu kesehatan-
masyarakat. Salah satu hambatan untuk berbagi informasi dengan penegak hukum 



adalah pembatasan hukum yang ditempatkan pada kesehatan-masyarakat tentang 
keterbukaan informasi. Di tingkat federal dan negara bagian, undang-undang privasi 
mencegah pelepasan informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara individual. 
Kesehatan-masyarakat dan entitas layanan kesehatan lainnya (misalnya, penyedia 
layanan kesehatan, organisasi pemeliharaan kesehatan, lembaga kliring layanan 
kesehatan) dapat menggunakan undang-undang ini sebagai pembenaran untuk tidak 
memberikan informasi kepada penegak hukum. Namun, ada pengecualian yang 
memungkinkan penegakan hukum mengakses informasi kesehatan yang dilindungi 
asalkan persyaratan tertentu dipenuhi. Misalnya, Health Insurance Portability and 
Accountability Act of 1996 ([HIPAA], Undang-Undang Portabilitas dan Akuntabilitas 
Asuransi Kesehatan tahun 1996) (20) dan Aturan Privasi HIPAA yang sesuai (21) 
memungkinkan pengungkapan informasi kesehatan yang dapat diidentifikasi secara 
individu, tanpa otorisasi atau izin individu untuk tujuan prioritas nasional. Selama 
kejadian biologis atau racun yang mencurigakan, kemungkinan pengecualian yang 
dapat digunakan penegak hukum untuk meminta informasi pasien dari entitas 
perawatan kesehatan adalah "pengecualian ancaman segera" (Kotak 24.2) (19). 
 
Undang-undang negara bagian yang mengatur privasi dan pengungkapan informasi 
berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki aturan yang 
ketat; yang lain memiliki standar yang lebih tinggi atau proses rumit yang mengatur 
pengungkapan informasi, sehingga meminta pengecualian pada Aturan Privasi HIPAA 
mungkin tidak cukup. Dengan demikian, kesehatan-masyarakat harus terlebih dahulu 
meninjau undang-undang privasi federal dan negara bagian untuk memperjelas aturan 
dan peraturan yang mengatur pengungkapan informasi pasien yang dilindungi dan 
kemudian mengembangkan pendekatan dengan penegakan hukum untuk 
memfasilitasi pembagian informasi sesuai dengan peraturan tersebut. Kesadaran akan 
semua undang-undang yang mengatur pembagian informasi akan memfasilitasi 
identifikasi dan investigasi tepat waktu atas dugaan atau kejadian yang disengaja. 

 
Kotak 24.2 

HIPAA/Pembebasan Ancaman Segera 

“Entitas yang dilindungi dapat sesuai dengan hukum dan standar perilaku etis yang berlaku, 
menggunakan atau mengungkapkan informasi kesehatan yang dilindungi, jika entitas yang 
dilindungi, dengan itikad baik, percaya bahwa penggunaan atau pengungkapan diperlukan 
untuk mencegah atau mengurangi ancaman serius dan segera terhadap kesehatan atau 
keselamatan seseorang atau publik dan pengungkapan dilakukan kepada seseorang yang 
secara wajar mampu mencegah atau mengurangi ancaman tersebut.” Lihat 45 CFR 164.512 
(j)(1)(i)). 
 
 
 

 



Pelanggaran Kepercayaan Publik 

Persepsi yang didasarkan pada etika dan kepercayaan juga dapat membatasi 
pembagian informasi dan notifikasi. Pasien secara rutin memberikan informasi pribadi 
kepada dokter dan kesehatan-masyarakat dengan pengertian bahwa informasi 
mereka tidak akan diungkapkan. Persepsi bahwa kesehatan-masyarakat adalah 
“memberi informasi” individu kepada penegak hukum merupakan hal yang penting 
untuk diperhatikan, terutama ketika informasi tersebut mungkin terkait dengan bukti 
kejahatan (misalnya, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi). Pelanggaran 
pada ikatan kepercayaan mungkin membatasi kesediaan pasien untuk memberikan 
informasi yang penting untuk mengidentifikasi sumber KLB atau menerapkan langkah-
langkah pengendalian yang efektif (22). Untungnya, kekhawatiran tersebut dapat 
diatasi untuk memungkinkan pertukaran informasi antara kesehatan-masyarakat dan 
penegakan hukum. Penyedia layanan kesehatan dan medis masyarakat secara rutin 
bekerja dengan penegak hukum untuk berbagi informasi pasien yang mungkin terkait 
dengan investigasi kriminal (yaitu, penyalahgunaan/ penelantaran) atau intervensi 
kesehatan-masyarakat (yaitu, karantina), sehingga proses ini tidak jarang terjadi. 
Untuk kejadian yang diduga atau dikonfirmasi disengaja, fokus utama investigasi 
adalah menghentikan KLB. Untuk menjaga kepercayaan antara kesehatan-masyarakat 
dan individu, informasi yang terkait dengan kejahatan kecil, yang tidak terkait dengan 
investigasi, biasanya tidak diprioritaskan oleh penegak hukum. Namun, penegak 
hukum dapat menggunakan informasi ini untuk mengajukan tuntutan di kemudian 
hari (19). 
 
 
PENILAIAN 

Karena banyak mikroba patogen bersifat endemik atau terjadi secara alami di 
lingkungan, penggunaan agen biologis yang disengaja pada awalnya mungkin sulit 
dibedakan dari KLB yang tidak disengaja (23). Sektor kesehatan-masyarakat umumnya 
menganggap bahwa sumber kasus atau KLB adalah exposure yang tidak disengaja 
sampai terbukti sebaliknya. Bahkan ketika sifat exposure belum ditentukan, banyak 
petugas kesehatan-masyarakat akan mengindikasikan bahwa penyakit tersebut 
“bukan akibat dari bioterorisme” atau “bukan bioterorisme.” Namun, menentukan 
apakah exposure atau penyakit disengaja atau tidak adalah tanggung jawab penegak 
hukum (yaitu, FBI), bukan sektor kesehatan-masyarakat, karena ruang lingkup 
investigasi epidemiologi tidak sepenuhnya mencakup penentuan niat. Kemampuan 
untuk menentukan intensionalitas bergantung pada atribusi tindakan kepada orang 
atau kelompok orang tertentu. Sumber data dan metode investigasi yang digunakan 
oleh penegak hukum telah dikembangkan dan diimplementasikan untuk tujuan khusus 
ini. Sebaliknya, lingkup penegakan hukum tidak mencakup penentuan apakah suatu 
exposure “bukan risiko kesehatan” karena penentuan tersebut merupakan tanggung 
jawab kesehatan-masyarakat. Oleh karena itu, setiap pengkajian perlu dilakukan 
secara bersama-sama, yang melibatkan penegakan hukum dan kesehatan-masyarakat 
(19). 



 
Tujuan dari asesmen bersama terhadap suatu ancaman adalah untuk menentukan 
sifat ancaman (yaitu, kredibel atau tidak kredibel) dan mengidentifikasi potensi risiko 
kesehatan yang terkait dengan kejadian tersebut. Ini dapat dimulai ketika kesehatan-
masyarakat atau penegakan hukum mengidentifikasi pemicu yang ditentukan untuk 
berbagi informasi. 
 
Biasanya, penegak hukum dan sektor kesehatan-masyarakat akan berpartisipasi 
dalam penilaian ancaman bersama untuk exposure yang mencurigakan, penyakit, atau 
KLB yang melibatkan agen biologis atau bahan beracun; mitra federal, negara bagian, 
dan lokal lainnya dan subject matter experts juga mungkin disertakan, tergantung pada 
keadaan khusus kejadian. Sebagai bagian dari penilaian ancaman, kesehatan-
masyarakat membagikan informasi penting atau relevan apa pun sehingga para pihak 
dapat membuat keputusan berdasarkan informasi tentang sifat (yaitu, disengaja atau 
tidak disengaja) dari kejadian dan kegiatan tindak lanjut yang sesuai. Secara khusus, 
kesehatan-masyarakat harus siap untuk memberikan atau mendiskusikan informasi 
yang berkaitan dengan laporan kasus, hasil laboratorium, sumber exposure, intervensi, 
dan risiko kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat dan responden. Demikian 
pula, penegak hukum akan memberikan informasi yang relevan untuk menilai 
ancaman, seperti intelijen, pemeriksaan catatan kriminal, tren tingkat nasional, dan 
data investigasi lainnya, yang sesuai. 
 
Setelah semua informasi yang tersedia dibagikan, kejadian tersebut diklasifikasikan ke 
dalam salah satu dari tiga kategori risiko (19): 

• Tidak ada ancaman: Tidak ada indikasi tindak pidana 
• Ancaman yang mungkin (possible): Informasi menunjukkan bahwa kejadian 

tersebut mungkin merupakan akibat dari tindakan kriminal. 
• Ancaman yang besar kemungkinannya (likely): Ada keyakinan yang masuk akal 

bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh tindakan kriminal. 
 

Jika “Tidak Ada Ancaman”, sektor kesehatan-masyarakat dapat mengelola 
responsnya. Jika “Ancaman yang Mungkin” atau “Ancaman yang Besar 
Kemungkinannya” diidentifikasi, sektor kesehatan-masyarakat harus melaksanakan 
investigasi bersama dengan penegak hukum. 
 
 
INVESTIGASI BERSAMA 

Ruang lingkup investigasi epidemiologis serupa untuk kejadian yang tidak disengaja 
dan disengaja. Untuk kedua situasi, ahli epidemiologi akan menerapkan langkah-
langkah tradisional untuk investigasi epidemiologi (24). Perbedaannya adalah bahwa 
selama kejadian potensial yang disengaja, ahli epidemiologi akan menyelidiki kasus 
bersama dengan penegak hukum, yang disebut sebagai investigasi kriminal-
epidemiologi (crim-epi). Tujuan dari investigasi crim-epi adalah untuk 



• Mengidentifikasi penyakit atau agen penyebab penyakit; 
• Identifikasi sumber dan lokasi exposure; 
• Mengidentifikasi cara penyebaran atau penularan agen biologis atau bahan 

beracun; 
• Mengidentifikasi siapa yang mungkin terpapar; 
• Mengintervensi langsung untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas; 
• Mengidentifikasi kemungkinan pelaku; dan 
• Mengumpulkan bukti untuk penuntutan (19). 

 
Untuk sektor kesehatan-masyarakat, investigasi kriminal-epidemiologi tidak 
menggantikan investigasi epidemiologi tradisional. Sebaliknya, investigasi kriminal-
epidemiologi (crim-epi) melengkapi proses investigasi epidemiologi dan penegakan 
hukum dengan meningkatkan efisiensi investigasi melalui pertukaran informasi waktu 
nyata. Kesehatan-masyarakat harus mempertimbangkan sejumlah faktor pada saat 
menerapkan investigasi kriminal-epi. 
 
Berbagi dan Diseminasi Informasi 

Investigasi kriminal-epidemiologi tidak mengizinkan sektor kesehatan-masyarakat dan 
penegak hukum untuk memiliki akses penuh ke informasi dan sumber data satu sama 
lain. Saat melakukan investigasi kriminal-epidemiologi, baik sektor kesehatan-
masyarakat maupun penegak hukum akan tetap mematuhi semua hukum dan 
peraturan yang berlaku yang mengatur kegiatan rutin mereka. Misalnya, informasi 
medis pasien yang tidak relevan dengan investigasi tidak dibagikan kepada penegak 
hukum. Demikian pula, sektor kesehatan-masyarakat tidak memiliki akses ke 
penegakan hukum, yaitu  informasi sensitif (misalnya, informan, intelijen, dan operasi 
penyamaran) yang tidak relevan dengan investigasi epidemiologis. 

 
Sektor kesehatan-masyarakat harus terus mengkaji informasi investigasi terkait 
dengan penegak hukum untuk memastikan keakuratan informasi dan menghindari 
inkonsistensi dalam pelaporan. Informasi investigasi harus dipelihara dengan cara 
yang konsisten dengan persyaratan yang ditetapkan untuk mencegah pelepasan yang 
tidak sah (25). Dalam hal informasi diminta oleh entitas selain lembaga kesehatan-
masyarakat dan penegakan hukum utama, misalnya pihak investigasi lain, media, atau 
publik, lembaga asal harus dihubungi dan dikonsultasikan sebelum informasi apa pun 
dirilis (25). 
 
Bukti 

Tujuan investigasi penegakan hukum adalah identifikasi, penangkapan, dan 
penuntutan orang yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, setiap informasi atau 
bahan yang dikumpulkan oleh penegak hukum selama investigasi kriminal ditangani 
sebagai barang bukti yang potensial. Untuk kejadian yang disengaja yang melibatkan 
agen biologis atau bahan beracun, bukti mungkin termasuk perangkat penyebaran, 
pakaian korban atau tersangka, spesimen klinis (misalnya, darah, cairan atau sekresi 



tubuh lain), sampel lingkungan, dokumen, foto, dan pernyataan saksi (19). Bukti harus 
dikumpulkan, dipelihara melalui lacak balik (chain of custody; yaitu, akuntabilitas 
terdokumentasi pada setiap tahap pengumpulan, penanganan, pengujian, 
penyimpanan, dan pengangkutan bukti), dan dianalisis dengan cara yang konsisten 
dengan standar pembuktian dan yang akan tahan terhadap tantangan diharapkan 
dalam proses hukum (26). Karena kejadian biologis atau bahan beracun yang dicurigai 
atau dikonfirmasi secara disengaja dianggap sebagai kemungkinan tindakan kriminal 
atau teroris sampai terbukti sebaliknya, informasi dan materi yang dikumpulkan oleh 
kesehatan-masyarakat perlu disimpan sesuai dengan prosedur pengumpulan bukti 
yang tepat. Hal-hal yang tidak penting dari perspektif epidemiologi mungkin memiliki 
nilai untuk investigasi kriminal dan tidak boleh dibuang secara sepihak. Selain itu, 
petugas kesehatan-masyarakat yang terlibat dalam pengumpulan bukti atau aspek lain 
dari investigasi kriminal-epi dapat dipanggil sebagai saksi selama persidangan 
tersangka pelaku. 
 
Akses Tempat Kejadian Perkara (TKP) 

TKP mungkin tidak mudah terlihat untuk exposure biologis atau racun yang disengaja. 
Tanpa identifikasi alat penyebarluasan atau pengakuan pelaku, lokasi spesifik dari 
exposure yang disengaja dapat diidentifikasi hanya melalui investigasi epidemiologi. 
Karena kebutuhan pembuktian dalam investigasi kriminal, penegak hukum akan 
mempertimbangkan setiap lokasi yang diidentifikasi melalui asosiasi epidemiologi 
sebagai TKP potensial, sampai ditentukan sebaliknya, sehingga akses sektor 
kesehatan-masyarakat ke lokasi TKP mungkin terbatas dan tertunda karena kebutuhan 
untuk mempertahankan bukti. Jika ada kekhawatiran bahwa investigasi kesehatan 
yang sensitif terhadap waktu dapat terkena dampak negatif oleh akses yang terbatas 
dan tertunda, maka kesehatan-masyarakat dapat bekerja sama dengan penegak 
hukum untuk mengatasi masalah ini dengan memastikan bahwa sampel atau bukti lain 
yang dikumpulkan dari lokasi memenuhi persyaratan epidemiologi dan kebutuhan 
penyidikan pidana. 
 
Wawancara Bersama 

Untuk mengumpulkan informasi dari pasien kasus dan kontak potensial, investigasi 
kriminal-epidemiologi menggunakan wawancara bersama oleh kesehatan-masyarakat 
dan penegak hukum, daripada melakukan wawancara kesehatan-masyarakat dan 
penegakan hukum yang terpisah. Meskipun kehadiran penegak hukum selama 
wawancara bersama dapat memicu kecemasan pada pasien dan sektor kesehatan-
masyarakat, satu wawancara dengan kedua lembaga mungkin kurang mengganggu 
pasien dan investigasi daripada dua atau lebih wawancara terpisah. Selain itu, 
interogasi terpisah oleh penegak hukum dan petugas kesehatan-masyarakat dapat 
menghasilkan pernyataan yang bertentangan, yang dapat membahayakan hasil 
investigasi kriminal dan intervensi kesehatan-masyarakat. 

 
 



KESIMPULAN 

Setelah serangan antraks pada tahun 2001, diindikasikan bahwa sektor kesehatan-
masyarakat dan penegak hukum perlu mengembangkan hubungan kerja untuk 
merespons penggunaan agen biologis dan bahan beracun (26). Meskipun sektor 
kesehatan-masyarakat secara umum telah membuat kemajuan dalam 
mengembangkan kemitraan dengan penegak hukum, pekerjaan tambahan tetap ada. 
Sebagai bagian dari pergantian posisi dan kontak kunci yang biasa, hubungan baru dan 
kepercayaan perlu terus dibangun. Selain itu, penting bahwa proses berbagi informasi, 
penilaian ancaman, dan investigasi bersama dipraktikkan dan disempurnakan secara 
terus-menerus. Akhirnya, seiring dengan meningkatnya pengetahuan ilmiah dan 
kemajuan teknologi, sifat ancaman biologis dan bahan beracun akan berkembang. 
Mitigasi ancaman biologis dan racun yang dinamis membutuhkan hubungan yang kuat 
antara kesehatan-masyarakat dan mitra penegakan hukum, serta dengan sektor lain 
(misalnya, pertanian, kedokteran hewan, keamanan pangan). Hanya melalui 
kemitraan yang produktiflah, sektor kesehatan-masyarakat dan penegakan hukum 
dapat siap untuk menanggapi kejadian biologis atau racun yang disengaja. 
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